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PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 1% TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

a. bahwa retribusi caerah merupakan salah salv sumber

pendapatan Daerah yang penting guna membiayali
penyelenggaraan perrerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memantapkan pelaksanaan clonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab;

. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian Daerah, perlu

ditata kembali objek retribusi daerah dan menetapkan kembali
tarif retriousi daerah berdasarkan kewenangan diskresi yang
dicerikan negara kepada Daerah;

. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28

Tanun 2009 tentang P3jak Daerah dan Retribusi Daerah maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Flores Timur
Nomor 8 Tahun 1898 tentang Retribusi 1zin Trayek, Peraturan
Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat Il Flores Timur Nomor 3
Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Peraturan Daerah Kebupaten Flores Timur Nomor 6
Tahun 2000 tentang Petribusi lzin Gangguan, Peraturan
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Retribusi  1zin Usaha Perikanan .yang pembentukannya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah, perlu diatur
kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b aan huruf ¢, periu membentuk Peraturan
Caeran tentang Retribusi Perizinan Tertentu:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daeran-Daerah da'am wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat dar Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Reputlik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122

Tambahan Lembaran Negara Replblik (ndonesia
Num-::ar‘lEE-E};{f



2. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1881 tentang Kitab Undang-

n
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T

Undang Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1881 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomer 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Noemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4288);

lJndang-Undang Nomaor 1 Tahun 2004 lentang
Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomer 4385);

Urdang-Undang Nomeor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4433), sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang Nemor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5049);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4437 sebagaimang lelah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-lindang Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Ferubahar Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomior 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Neomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4725}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5049),
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5058);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2008
Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5062);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penjeiolaari Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesla Tahun 2005 Wemor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 485, Tambahan Lembaran Negara
Reputlik Indonesia Nomor 4593);

Peraluran Pemerintah Ncmor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoresia Nomar 4737),

Peraturaln Pemerintati Nomor 68 Tehun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Peraanfaatan Intensif Pemungutan Pejak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nnmor 4583);

Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1887 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkehol;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan . Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahuri 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

_Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Flores Timur

Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Neger Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur
Tahun 1598 Seri C Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah
Katupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Katupaten Flores Timur Nomor 0024);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Fleres Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupatan
Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan |
BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS! PERIZINAN

TERTENTU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pacsal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud cengan:

1

il

. Daerah adalah kKabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Fiores Timur,

3.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Bupati adalah Bupati Flores Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien Flores Timur.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai ketentuan Peraluran Perundang-undangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemer.ntahh Daerah untuk kepentingan orang
pricadi etau Badan.

. Badan adalzh sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yeng tidak melakukan usaha, yang meliputi
Perseroan Terbatas, Persercan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Oraganisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya,
Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan
Bentuk Usaha Tetap.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
cleh orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertertu acalah kegiatan teitentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin Kepada orang pribadi atau Badan vyang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalizn, dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,



12,

13.

14,

15

16

14

18

20

21

22,

sarana atayu fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dar menjiga
kelestarian lingkungan.

10.Obyek Relribusi Perizinan Tertentu adalah Pelayanan Perizinan Tertentu oleh

Femerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

.Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Crang Pribadi alau Badan yang

memperolah izin dari Femerintah Caerah,

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalen Orang Pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran relribusi, termasuk pemungut atau pemotong retricusi
perizinan tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Surat Keletapan Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat SKRD adalah surat
katetapan retribusi yang meneantukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjuntnya disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi danfatau sanksi administrasi berupa bunga
dan/aiau denda.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjuntnya disingkat SSRD adalah surat
vang o!eh Wajio Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyatoran refribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempal pembayaran
lain yang dilelapkan cleh Bupati.

Surat hetetapan Retribusi Daerah Lebin Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan vyang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran re'riousi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentazi tertentu yang diterapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi Daerzh sebagai bukti penyetoran retribusi
lerutzng.

Penyiaikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yany dilakukan oleh Penyidix Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta
mengumpuikan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
pigdang rettibusi Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
cbjek dan subjek retribusi, penentuan besarnya ratribusi yang terutang sampai
<egiatan penagihan retribusi kepada VWWajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Femeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
kelerangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
perdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah danfatau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

Eer}yidikan lincak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
ingdakan yang ::tilakn_.lhan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah

yang terjadi certa menemukan tersangkanya. _



BAB i
RETRIBUS| PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

(1) Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemarintah Das-ah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan uniuk

.+ penpaturan dan pengawasan atas Kuglatan pemanfaatan ruang, pengguiaan
sumber duya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

a. Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan,

b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi lzin Gangguan,

d. Retribusi lzin Trayek; dan

e. Retribusi lz'n Usaha Perikanan.

(3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB Il
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
\ama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai
pembpayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

(2) Tata cara peraberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

FPasal 4
(1) Objek Retritusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap
sesiai dengan rencana leknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
memparhatihan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Keoefisien Luas Bangunan
(KLB), Keoefisiar Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempat bangunan tersebut.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirixan
hargunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paszal 5

(1) Subjex Retriousi adalah orang pribad! atau badan yang memperocleh 1zin
Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

'2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
nembayaran retriousi, lermasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin
Mendirikan Bangunan. -



Bagiar Kedua
Cora Mengukur Tingkal Penggunaan Jasa

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor

luas lentai bangunan, jumlah tingket bangunan dan rencana penggunaan
bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya kcerisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai
berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan:

1. Bangunan dengan luas s/d 100 m* 1,00
2. Bangunan dengan luas 101 m? s/d 260 m* : 1,50
3. Banguran dengan luas 251 m* s/d 500 m? : 2,50
4. Bangunan dengan luas 501 m2 s/c 750 m2 3,90
5. Barngunan dengan lugs 751 m2 s/d 1000 m2 4,00
6. Bangunan dengan luas 1001 m2 s/d 1500 m2 : 4,50
7. Bangunan dengan luas diatas 1500 m2 : 5,00
b. FKoefisien Tingkat Bangunan
1. Bangunan 1 Lantai - 1,00
2. Banguran 2 Lantai : 1,80
3. Bangunan 3 Lantai : 2,50
4. Eangunan 4 Lantai : 3,90
5. Bangunan 5 Lantal . 4,00
c. Koefisien Guna Bangunan
1. Bangunan Sosial : 0,50
2 Bangunan Perumahan : 1,00
3. Bangunan Fasilitas Umum . 1,00
4, Bangunan Pendidikan - 1,00
5. Bangunan Kelembagaan/Kantor . : 1,80
8. Bangunan Perdagangan dan Jasa :2,00
7. Bangunan Industri - 2,00
8. Bangunan Khusus : 3,00
g. Bangunan Campuran W
10. Bangunan lain-lain - 2,50

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat {3).

Bagian heliga
Prinsip ¢an Sasaran Dalam Penetagan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan farif Retribusi Perizinan Tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya

penvelenggaraan pemberian IMB.
s



(<) Biava penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maliputi panerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendallan keglatan usaha
sacara ‘erus manarus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan aan
biaya dampak negatif dari pernberian izin tertentu.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

FPasal 8§ -

(1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif dasar retribusi, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan,
koefisien guna bangunan dan koefisien jenis konstruksi.

(2) Basarnya retribusi [zin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagal berikut .

a. Tarif Bangunan = Luas Bangunan x Standar Harga Dasar per m® x 0,2 %;

b. Tarif Dasar Retribusi = Tarif Bangunan x (blaya pendaftaran 1 % + blaya
pemeariksaan gambar / koreksi garnbar melipuli konstruksi dan arsitektur
sebesar 6 % + biaya pengawasan 10 % + biaya sempadan 1 %, dan

¢ Tarif Retribusi IMB = Tarif Dasar Relribusi x (koefisien luas bangunan) x
(koefisien tingkat bangunan) x (koefisien guna bangunan).

(3) Besarnya standar harga dasar bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesalu
Nama, Cbjek dan Subjek Retribusi

Pasal @

(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut
relribusi sebaga: pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkchol di tempat tertentu.

(2) Tata cara pemberian 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Dacrah Kabupaten Fiores Timur Nomeor 8 Tahun 2011 yang
mengalur tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohal,

Pasal 10

Objex Fewribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman
wveralkohol di suatu tempat tertentu, meliputi;

notel:
restoran/resto’ca’e:
bar;
kiub malam;
- diskotik,
tckol/usaha dagang; dan

ki
105 :
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Pasal 11

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempercleh 1zin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol.

(2) Waiib Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkehol adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut keterituan peraturan perundang-undangan retriousi
diwajibkan untuk melakukan pembayeran retribusi, termasuk pemungut atau
pematong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingxat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualun minuman beralkohal diukur
badasarkan rumus yang didasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak
nagalif dari pemberian izin tersebut,

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam peretapan larif ratribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempatl
penjualan minuman beralkehol.

(2) Biaya pernyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian

kegiatan usaha secara terus menarus di lapangan, panegakan hukum dan
penalaunshaan dan blaya dainpak nagatl! darl pemberian lzin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
FPasal 14

(1) Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan
jasa cengan tarif retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempal penjualan minuman beralkohol
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUS! IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objex dan Subjek Retribusi

Pacal 15

(1) Dengan nama Relribusi lzin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas peimberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,

(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati. G



Pasal 16

(1) Objek Retribusl |zin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
Kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulken ancaman bahaya,
xerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus-menerus untuk menczegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertibban lingkungan dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk cbjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adaiah
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Femerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Subjek retribusi adalah orany pribaci atau badan yang memperoleh izin lempat
usana/kegiatan dari Pemerintah Daerah,

(2) Wajib Retribusi 'zin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut

kelentuan Peraturan Ferundang-undargan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayeran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi |zin
Gangguan,

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdaserkan perkalian antara luas tempal usaha
dan indeks lokasifindeks gangguan.

(2} Luas ruang lempat usaha sebagaimana cimaksud pada ayat (1), adalah luas
bangunan ya.g dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Tingkai penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada
faktor-faktor:

a. linghungan (kawasan):
1 Industri; dan
2. Pargudangan

. Indeks lokasi/indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut:
1 indeks lokasi;

a) jalan utama (Negara) . skor 5
h) Jalan standar (Propinsi) . skor 4
¢) Jalan standar (Kabupaten)  skor 3
d) Jalan lingkungan (Desa) . ckor 2
2.indeks yangguan:
a) Gangguan besar/tinggi : skor 5
b) Gangg'ian sedang/menengah : skor 3
¢y Gangguan kecil ' skor 2

14) Penertuan lingkungan (kawasan), lokas; (fungsi jalan) dan besar kecilnya
gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan
Kepulusan Bupati. r



Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan St-ukiur dan Besarnya Retriousi

Fasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutvp ssbagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin gargguan,

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
meliputi nenerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha

secara leris menerus di lapangan, penagakan hukum dan penatausahaan dan
bizya dempak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keernpal
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan hesarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il dan
merupakan bagien yang tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini.

BAE VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

(1) Dengan nama Retribusi 1zin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin
kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
sualu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

|2) Tata cara pemberian [zin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Objex Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah
Daerah.

(2) Wajin Ratribusi lzin Trayek adalah badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk permungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Fengguna Jasa

Pasai 24

Tingxat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis

angxkutan umum penumpang 5,



‘Bagian Ketiga
Frinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

(1) Prinsip gan saszran penetapan tarif retridusi didasarkan pada tujuan untuk
menutupi secagian atau seluruh biaya penye'snggaraan pemberian izin trayek.

(2) Biaya penvelenggaraan pemberian izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi panerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus di lapangan penegakan hukum dan penatausahaan dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut,

Bagian Keampat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

\1) Tarit retripusi digoiongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan
daya angkut.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Vil
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas nelayanan
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan
usaha penangkapan dan penibudidayaan ikan.

(2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28
(1) Cbjex Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
2. Surat 'zin Usaha Perkanan (SIUP);
0. Surat izin Penangkapan lkan (SIPI); dan
c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SIKPI).
(2) T'dak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

usaha alau kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan
Peraluran Perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 22

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh lzin
Jsaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retnbusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan atau badan yang
menurul ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

meiakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Izin Usaha Perikanan. _._



Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap,
frekwensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Strukiur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

(1) Prinsip den sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan uniuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha
perikanan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus dl lapangan, panegalkan hukum dan penatausahaan dan
blaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Fasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAEB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

Wilayah pemungutan retribusi perizinan tertentu adalah di wilayah Kabupaten
Flores Timur,

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Masa relribusi edalah jangka waktu subyek retribusi untuk mendapatkan pelayanan,
fasilitas dan/mempercleh manfaat dari pemerintah daerah.

Pasa: 35

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

BAB X
FENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

(1) Tarif Relribusi ditinjau paling lama 3 (tiga ) tahun sekali. po



(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memgerhatikan indeks harga dan perkambangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Peraturan Bupali.

BAB X!
PEMUMGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
diparsamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
beruna karcis, kupon dan atau kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada wakiunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif baerupa bunga

sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari ratribus! yang terutang yang tidak
atau kurang bayar.

(4) Hasil pemungutan ratribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara
bruto ke lias Daerah.

(5) Tata cara pslaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 38
(1) Pembayaran rztribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lama 15 (ima belas) hari se|ak
diterbitkannya SKRO ataudokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, lempat pembayaran, angsuran dan
penundaan pembayaran relribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati,

Bagian Ketiga
2 Pemanfaatan

Pasal S

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk

mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
retribusi yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenal alukasi pemanfaatan ratribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Supati.



Sagian Keempat
Keberatan

Pasal 40

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis calam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan behwa jangka waklu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di lvar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah
suatu keadaar yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan kebaratan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 41

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi kepulusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkar Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi banwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupali.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menclak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan
Bupatli tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Fasal 47

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditembah imbalan bunga sebesar 2%
{dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan dilerbitkannya SKROLE,
Bagizn Keiima
Tata Cara Penagihan
Pasai 43
(1) Penaghan refribusi yang terutang yan¢ tidak atau kurang bayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulul
dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan
retribusi keluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.



(4) Dalam  jangka  wakltu 14 (empalbelas) hari setelah tanggal
teguran/peringatan/surat lain yang sejanis, wajib retribusi harus melunasi
retribusl yang terutang,

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan
Supati.

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

FPasai 44
(1) Bupati dzpal memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangay, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan
memparhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur
lebih lanjut dengan Feraturan Bupal'.

BAB Xl
FENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Fasal 45

(1) Alas kelebihan pembayaran retribusi, wajib relribusi dapat mengajukan
parmohonan pangemtalian kegada Bupati,

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohnanan pengembalian kelebinhan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3] Apabila jJangka wakiu sebagaimana dimalisud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu kepuiusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
langka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi _sebag@mana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran ratribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKROLE,

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
reterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
cada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. :
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SAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaul waktu 3 (liga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retriousi, kecuall

ira Wa,in Ratribus| melakukan tindak pldanz di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

l2rtangqguh jika

a. diterbitkan Surat Teguran, atau

b. ada pergakuan utang relribusi darl Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak !langsung.

Dalam hal diterbitkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurdf a, kecaluwarsa penag’han dihitung sejak tanggal diterimanya & irat
Teguran ‘ersabut

| Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana cdimaksud pada

ayat (2) huruf b, adalah Wajib Relribusi dengan kesaderannya mepyalahan masih
mempunyal Jtang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Fengaklan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapat diketahul dar pengajuan permohonan angsuran atau
senLngaan pembayaran dan permohanan eberatan aleh Wajib Retribusi.
BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 47

| Plutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penaginan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

| Bupall menetapkan Keputusan Pengnapusan Piutang Retribusi Daerah yang

sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retriousi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Feraturan Bupat!.

BAB X\
FEMERIKSAAN
Pasal £8

HBupall berwenang melaxukar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

<ewajlban retribusi dalam rangxa melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Retribust.

| 'Wajib retricusi yang diperiksa wajib:

3 memperihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
retribus! yarg terutang;

memberikzn kesernpatan untux memasuki lempat atau ruangan vang

Jianggap perlu dan memberkan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
canfalau

c. memberikan xelgrangan yang diperlulan.

T



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan
FPeraturan Bugatl. '

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 45

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksun pada ayat (1), ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Keteniuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan
Faraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraluran Periindang-
undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

{1) Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Ji lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewanang khusus sebagai Penyldik untul: melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retricusi Daerah. sebagaimara dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor B Tahun 1881 tantang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

(2) Penyidlk cevagaimana dimaksud pada ayct (1), adalah pejabat Pegawal Negeri
Sipil tatentu di lingkungan Pemerintah Daocrah yang diangkat oleh Pejabat yang
berwenang sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. mererima, mencari, mengumpulkan, dan meneiiti keterangan atau laporan
berkenaan gengan tindak pidana di bidang retribusi agar kelerangan atau
laporan tersebut menjad: lebih lengkap dan jelas;

b. menelili, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen 'ain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang reiribusi,

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukii pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan lerhadap bahan

Duktl tersebult;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

lempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

n. memetrel seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

. memangyli orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal
tersangka aiau saksi,iF

0



. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakuvkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayet (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalul Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesual dengan
ketentuan yarg diatur dalam Undang-undang Nomeor 8 Tahun 1881 tentang

Hukum Acara Pidana.

BABE XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuvangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
Pidana Denda paling banyak 3 (liga) kali Jum'ah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB AX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 52
(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan cleh Bupati.

(2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Wakil Bupali, Inspekiur Dzerah, Kepala Saluan Polisi Pamong
Praja, Camat darn Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB xXl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54.

Pada saat mulai belakunya Peraturan Daerah ini maka retribusi yang diatur dalam:

a. Peraluran Deerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi

lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupalen Flores Timur Tahun 1898 Noemor 9
Seri A Nomor 8%,

b. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi
lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 1998 Noimor 2 Seri B Nemor 1);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2000 Noemor 13 Seri B Nomor 6);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Fiores Timur Momor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi

lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024):;

dicabul dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



FPasai 54
~eraturan Daerah ini mulai berlaku pada *anggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Caerah Kabupaten Flores Timur,

Jitetapkan di Larantuka
nada tanggal |G Nogember 2011

BUPATI FLORES TIMUR, J//

SEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal \G NZPEmEY 2011

PLT SEKRETARIS.DAERAH
/HAEL:PATEN FLOR TIMUR.&
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" PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR I3 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERNTENTU

[, UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan daya saing daarah dalam penarikan arus invesiasi dl daerah, maka
perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangen yang beriaku.
Cisamping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh

meialul upaya pemberian pelayanan gerizinan, pemberian Insentif dan fasilitas
tertenty Kepada crang pripadl atau Badan yang memenuhl persyaralan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu
oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaalan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarzna, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan DOengan dibarlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, daerah diberi
kewenangan untuk meaetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas
pembarian peiayanan perizinan tertentu lersebut sepanjang memenuhi kriteria
vang ditetapkan daiam Undang-undang. Pemberian kewenangan kepada daerah
untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan terlentu, diharapkan
dapal meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya
dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakatl. Adapun jenis
relribusi perizinan tanentu yang diaiur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2008 tersebut adalah:

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;

Retribus izin Tempal Penjualan Minuman Beralkohaol,
Retribusi 1zin Gangguan;

Retribusi lzin Trayek;

Retriausi lzin Usaha Perikanan; dan

pengumpaulan dan pengolahan hasil perikanan.

Calam rangka memberikan kepastian hulkkum bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemungutan retribusi perizinan terlentu, maka perlu dibentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Flores Timur.
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il. PASAL DEMI FASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cuxup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Fasal 5
Cukup jelas.



" PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERNTENTU

I, UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan daya saing dasrah dalam penarikan arus investasi di daerah, maka
perlu memberikan pelayanan perizinan terteniu secara cepat, tepat, dan murah
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangen yang berlaku.
Cisamping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh

meialul upaya pemberian pelayanan gerizinan, pemberian Insentif dan fasilitas
tertenty Kepada crang pripadl atau Badan yang memenuhl persyaralan sesuai
dengan Persturan Perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu
oleh pemerintah daerah gimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaalan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. Dengan dibarlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, daerah diberi
kewenangan untuk meaetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi alas
pembarian peiayanan perizinan tertentu lersebut sepanjang memenuhi kriteria
vang ditetapkan daiam Undang-undang. Pemberian kewenangan kepada daerah
untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan terlentu, diharapkan
dapal meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya
dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakatl. Adapun jenis
retribusi perizinan tarnentu yang diaiur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2008 tersebut adalah:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribus lzin Tempal Penjualan Minuman Beralkohaol,
Retribusi 1zin Gangguan;

Retribusi lzin Trayek;

. Retrisusi lzin Usaha Perikanan; dan

pengumaulan dan pengolahan hasil perikanan.

Calam rangka memberikan kepastian hulkum bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemungutan retribusi perizinan terlentu, maka perlu dibentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Flores Timur.
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il. PASAL DEMI FASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Fasal 5
Cukup jelas.



Fasal 6

Cukup |elas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Fasal 3

Cukup jelas.
FPasal €

Cukup jelas .

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jalas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Fasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Curup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

Fasal 18

Cukup |elas.

Fasal 19

Cukup |elas.

Fasal 20

Cukup Jelas
FPasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasa. 25

Cukup jelas.

Fasal 25

Cukup jelas.

[Fasal 27

Cukug jelas.
Fasal 28

Cukup jelas
Fasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup |elas.
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Fasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
FPuasal 39

Cukup je'as.
Fasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jeias
Pasal 42

Cukup jelas.
Fasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasul 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal S0

Cukup jslas.
Fasal 31

Cukup jelas.
Fasal 52

Cukup jelas



Pasal 53

Culkup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
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LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NCMOR S & TAHUN 2011

TANGGAL - \o Nopewu e 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKCHOL

NO TEMPAT PENJUALAN TARIF/TAHUN (Rp)

1. | Hotel .- 500.000

2 Rzstoran/resto/cale 500.000

3, Bar - 1.000.000
4 |Kubmalam 1.000.000
| 8 Diskotik 1.000.000
E 8. | Toko/usaha dagang 600.000 |
7. | Kios 250.000

8. | O-ang pricadi 50.000

@- BUPATI FLORES TIMUR, 9/f
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LAMPIRAN || PERATURAN CAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR [ 55 TAHUN 2011

TANGGAL | |6 NOPEMBER, 2011

1.

.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PADA RETRIBUSI [ZIN GANGGUAN

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Retribusi
(TR), Luas Ruang Tempat Usaha (LRTJ) dan Indeks Lokasi (IL) dan Indeks
Gangguan (13).

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah luas pangunan
yang didukung sebagai jumlah luas setiap iantai.

Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditelapkan sebagai berikut:
a. Lokasidijalan Negara ..........cocovvveiiiiiennns e w...Indeks =5
D Lokasd ol Jaimmy Prognabmml i s e s A e e Indeks =4

¢. Lokasi di jalan Kabupaten ........... cooviiciiiiinn ., veesnre INdBKS = 3
0. Lok Gl JREN LXEBB ooy oveiiiiersiniecnssimmmeiidnsnnsnsisiohsryorinings Indeks =
Indeks Gungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan sebagai

barikut :

a. Intensitas Gangguan Besar/ TiNggl ....oovvvvviviiiiiiireirrrnssnicesans Indeks = 5
b. Intensitas Gangguan Sedang/ Manengah ....... R A P Indeks = 3
¢. Intensitas Gangguan Kecil/ Rendah .............cocviivviimnnrsanseenss Indeks = 2

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Besarnya Relribusi Terulang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
RIG=TRXLRTUXIL x IG

Ketarangan:
RIG . Retribusi Izin Gangguan
TR . Tarif Retribusi
LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha
IL : Indeks Lokasi
G . Indeks Ganguan
. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. Luae ruang sampai 100 M? ..iiiniiiiiiaiiiiisiiimne  Rp. 500, /m?

b. Luas ruang selebinnya ﬂlatasmﬂ m’ sesiaeavassaasy | RDV260 I’

. Biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 15 ”fu [delapan belas prosen) dari besarnya

Retricusi lzin Gangguan,
JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

~erusahaan yang termasuk dalam |zin Gangguan :

A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar
dengan Indeks § ( lLima ) adalah seoagai berikut :

1 Industri Perakitan Kendaraan Bermotor :
i



industri Tekstil (Pemintalar,Pertenunan,Pengelantangan, Pencelupan,

Pencatakan, Penyempurnaan) ;

indusltri Farmasi ;

Industri Kimia ,

Industri Semen |

Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit ,

Induslri Fenggilingan Batu ,

Induslri Kertas/ Fulp ,

Industri Batu Batery Kering ;

Industri Logam Elektro Plating/ Pencelupan Logam ;

. Induslri Sparatur Accu ,
. Industri Karoseri ;

Industri Marmer ;
Industri Besi, Baja ,
Industri Minyak Goreng ;
Industri Margarine °

. Industri Pupuk ({ Kimia Sintelis ) ;

Industri Plastik ;
Industri Perelalan Rumah Tannga |

. Industri Tepung Beras ;

. Industri Tapioka ,

. Industri Tepung Uki Jalar ;
. Industri Tepunyg lkan ;

. Industri Kayu Lapis ;

. Industri Garmen dengan pencucian ;
. Industri Tepung Terigu ;

. Industri Gula Pasir ;

. Industri Karet Buatan ;

. Industr Pestisida Primer ;

. Industri Cat, Pernis, Lak ;

. Ingustri Sabun, Tapal Gigi ;
. Industri Kosmetika ;

Industri Perekat :

. Industri Barang Peledak ;

. Industri Korek Api ;

. Industri Pembersin/ Penggilingan Minyak Bumi ;
. Industri Kaca Lembaran ;

. Industri Kapur ;

. Industri Pengecoran ;

Industri Logam ;

- Industri Faku, Engsel dan sejenisnya ;
. Industri Suku Cadang ;
Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya ;

.ndustri Transformator dan sejenisnya :

. Industri Vulkanisir Ban ;

Industr. Panel Listrik ;
Industri Kapai/ Perahu

. Industri Reda Dua atau lebih :

P



45

50,
51.
52.
53.
54.
55.
56.
7.
S8.
58.
80.

61

B2.
63.
64.
65,

Industri Komponen Perlengkapan dan Kendaraan Barmotor ,
Irdustri Sepeda |

Incustri Pembekuan/ Pengalengan lkan/ Udang ,
Industri Pencelupan ;

Industri Batik Cap ; ,

Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber ;
Industri Peti Kemas |

Industri Teh ;

Industri Tahu

Industri Ban ;

Industri Eternit |

Huller/Tempat Penyosohan Beras |

Bengkel Kendaraan Bermotor |

Bangkel Bubut ;

Rumah Polong Hewan |

Pabrik Saun, Bihun ;dan

Industri Batu Bara (Stock Pile).

Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang
dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagal berikut:

©mNOO N
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16.
1
18.
19.
20.
21.
28
23.
24,
25,

26
27
23

Pabrik Mie, Makroni, Spagheli dan sejenisnya |

Pabrik Sepatu;

Pabrik Minyak Jarak,

Pabrik Minyak kayu Putih;

Percetakan,

Industrs Bumbu Masak|

Industri Pengolahan dan Pengawetan ['aging,

'ndustri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran,

Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-
umbia;

. Industri Reti, Kue dan sejenisnya;
1
12
13.
14,

Industri Gula Merah;

Indusiri Bubuk Coklat,

Industri Rokek Futih;

Ind Jsiri Pemintaian Benang;

Industri Perlenunan;

industri Pengelantangan,

Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil,
Industri Batik Printing;

Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya;
Industri Makanan Ternak;

industri Penggergajian Kayu,

Industii Tinta,

industri Porselen,

Industri Barang Gelas;

Indusiri Keramik/ Koalin;

Industri Pertamian, Pertukangan;

Industri Alat Komunikasi;

Industri Alat Dapur dan Alumuniurn;
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23. Industri Kompenen Elektronika:
30. Industri Kabel Listrik aan Telepon;
31. Industri Lampu dan Perlengkaparnya;
32. Industri Alat Fotografi;
33. Industri Penggilingan Padi;
34, Industri Susu;
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
56. Stasiun Pengisian Bahan Baxar Elpiji (SPBE);
37. Industri Pupuk Crganik;
38. Industri Label Plastik, Logam dan Accesories lainnya; dan
38. Industri Karet Penyambung.
Ferusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil
dengan Inceks 2 ( Dua ) adalah sebagai barikul;
Pabrik Bata Merah/Batako:
Pabrik Es;
Pabrik Garam;
Pelgudangan,
Tambak Udang;
Peruszhaan Pencucian Kendaraar:;
Perusahaan Strum Accu;
Farusahaan Konveksi;
Indusiri Kerajinan Rumah Tangga,
. Industri Perakitan Elektronika;
. Industri Sirup;
12. Indusiri Perajutan;
13. Industri Permadani
14. Industri Kapuk;
15. Industri Garmen tanna pencucian;
16, Indusin Kecap Tauco;
17. Industri Kerupuk;
18. industri Petis, Teras.;
19. Industri Minuman;
20. Industri Pengeringan, Pengclahan Tembakau:
21. Industri Alat Musik:
22. Industri Mainan Anak-anak:
23. Industri Alat Tulis/Gambar:
24, Industri Permata/Barang Perhiasan ;
25 Industri Jamu;
26. Catering;
27. Pengelolaan Air Bersih;
28. Bioskop; dan
29. Industri Radic, TV dan sejenisnya.
Perusahaan yang lidak menggunakan mesin gengan Intensitas Gangguan
Besar dengan Indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut:
1. Hotel Bertarif Internasional:
Z. Resloran;
3. Pembibitan Ayam Ras;
4. Peternakan Kera;
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Peternakan Unggas;
Peternakan Sapi Perah:
Rumah Potong Unggas:
Las Karbit;
Bilyarg;

. Home Stay; dan

. Penampungan Barang Bekas.

~N oo
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Parusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan
Sedang dengan Indeks 3 ( Tiga ) ac'alah sebagai berikut

~erusahaan Goreng;

Supermarket/Swalayan:

Villa;

Rumah Makan, dan

o~

Sarana Telekomunikasi (Stasiun Pamancar),

DB wN o

Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan
Kecil dengan Indeks 2 (dua) adalah sebagal berikut;
Industri Kerajinan Rumah Tangga;
Hotel Bunga/Losmen/Penginapan:
Tempat Rekreasi:
Rumah Bersalin:
Koizm Renang:
Perusahaan Meubeler;
Perusahaan Batik:
Perusahaan Pencucian Kendaraan:
Pabrik Tempe, Oncom:
. Gedung Olahraga yang dikomersilkan:
. WC yang dikomersilkan,
. Penyewaan Kendaraan Bermotor; dan
13. Agen Pzrjalanan/Agen lainnya.

5PN LA ON
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Peruszhaan yang bebas gangguan/Tiaak Wajib HO:
Perusabaan Bahan Bangunan:
Perusahaan Angkulan Qrang/Barang;
Cuci Cetak Film/Fotocopy:
Tambal Ban/Benkel Sepeda;
Toko Mas/Permata-
Toko Meubel:
Toke Onderdil:
Tambak Udang (tanpa mesin);
Usaha Perbankan, Asuransi:
. Budidaya lkan:
. Apolik;
. Optik;
. Toko Kelontong:
. Tempal Kursus Keterampilan (Stir Mabil, Motor, Kursus):
. Pertanian Terpadu:

. Pertanian Tanaman Hias:
.
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17.

18

18.
20.
21,
22.
23.

24

23.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32,
33.
34.
9o,
36.
37,
38.
39,

Kolam lkan Deras;

Salon;

Rurrah Kontrakan/Pondokan:
Perusanaan Kelobot:

Video Rental;

Kios-Kios;

Kontraktor, Konsultan, Instalatur:

Healt Centre;

Bir> Perjalanan,

Barber Shop:

t{olam Pemancingan;
Warung Nasi;

Toko Elektronik;

Agen Rokok/Surat Kabar;
Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik:
Toko Kain/Tekstil;

Toko Alar-alat Olahraga;
Toko Buku;

Wartel milik Swasta:
Sludio Phote;

Peanjahit;

Toko Cbat: dan

Toko Buah-buahan.

D BUFATI FLORES TIMUR, g’/'{
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LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 13  TAHUN 2011
TANGGAL : (& WNopeMBsR 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ARAN TARIF
NOC JENIS PENERIMAAN DAERAH 5 (Rp)
1. | lzin Trayek / § Tahun
a._Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk 1.000.000  per kendaraan
b. Mobil Bus kapasitas 9 s.d 25 tempat duduk 1.500.000 per kendaraan
c. Mobil Bus kapasitas diatas 25 tempat duduk 2.000.000 per kendaraan
S i
2. lzin Insidentil angkutan penumpang da'am daerah |
a. Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk 10.000 per kendaraan |
b. Mobil Bus kapasitas 8 s.d 25 tempat duduk 16.000 per kendaraan
Loz ¢. Mobil Bus kapasitas lebih dari 25 tempat duduk 20.000 per kendaraan
3. | Karlu Pengawasan :
a. Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk 100.000 per kendaraan/
tahun
b. Mobil Bus kapasitas 9 s.d 25 temnat duduk 125.000 per kendaraan/
fahun
. Mobil Bus kapasitas lebih dari 25 tampat duduk 150.000 per kendaraan/
tahun
4. | lzin tidak dalam trayek (operasi) taksi 500.000  per kendaraan/
5 Tahun =

ﬁ BUPATI FLORES TIMUR. P
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAN KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR

\'S  TAHUN 2011

TANGGAL: |G WNopemeer, 2011

TARIF RETRIBUSI I1ZIN PERIKANAN

A. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
1. SIUP Bidang Penangkapan
2. SIUP Bidang Budidaya;
8. Air Tawar
b. Air Payau
c. Air Laut

B. Surat Izin Fenangkapan lkan (SIPI)

: Rp. 500.000/Tahun

» Rp. 200.000/Tahun
: Rp. 200:000/Tahun
» Rp. 200.000/Tahun

No | Jenis Kapal lkan (Alat Tangkap) Satuan Tarif (Rp)
1 |Pukat Cincin (Purse Seine) Per-GT 30.000
2 |Pukat Udang Per-GT =0.000
3 |Gili Net Per-GT 20.000
& |Lampara Per-GT 20.000
o |Pancing
5.1. Rawzi/Lonaline Per-GT 20.000
2.2. Pole and Line Per-GT 30.000
b 9.3. Pancing lainnya Per-GT 20.000
6 |Perangkap Bubu Fer-GT 30.000
7___|Alat Penangkap lainnya Per-GT 20.000

C. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)/Per GT/Tahun: Rp.  20.000

O BUPATI FLORES TIMUR, %#'
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